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BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK
NUMFOR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o]

BUPATI BIAK NUMFOR,

Bahwa untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah
yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai
dengan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah
sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah
dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan .Pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

3. Undang-Undang.........
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018);

9. Peraturan Pemerintah...........
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menetapkan

dan
BUPATI BIAK NUMFOR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIAK
NUMFOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Biak
Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 Nomor 3) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) angka 1 (satu) , diubah, angka

17 (tujuh belas), angka 19 (sembilan belas), dihapus. Dan
pada ayat (5) angka 5 (lima) ditambah, sehingga Pasal 4
ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat 4, terdiri dani :
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A,
menyelengarakan  urusan pemerintahan  bidang
Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

Dinas Kesehatan tipe A, menyclenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A,
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan

Ruang ;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lipc A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan _b.ldang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan
bidang Persandian;

Dlinas Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;

Dinas Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perikanan;

Dinas Pariwisata tipe A, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pariwisata;

Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Sosial;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan
bidang Energi Sumber Daya Mineral;

Dinas Pertanian dan ketahanan pangan dengan tipe
A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pertanian dan bidang ketahanan pangan ;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan  bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana;

13. Dinas .......
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Dinas Pemberdayann Masyarakat Kampung tipe H,
menyelenggarakan  urusan p«-mrrinlnhun bidlang
Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Pemerintahan
Kampung;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan
pelayanan terpadu satu pintu;

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman tipe B,
menyelenggarakan  urusan pemerintahan  bidang
Perumahan Kawasan Permukiman ;

Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dihapus; -

Dinas Tenaga Kerja tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Tenaga Kenja;

Dihapus
Dinas Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah ;

Dinas Pemuda dan Olah raga tipe C,
menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang

pemuda dan olahraga;
Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Ketentraman,
Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
angka 5 (lima), terdisi dari:

1.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A
melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A
melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang bidang
Penelitian dan Pengembangan,
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3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang
Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya
Manusia

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan
fungsi penunjang bidang Bencana Dacrah

5. Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi
penunjang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan
daerah lainnya.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 29 Desember 2018
Plt. BUPATI BIAK NUMFOR
WAKIL BUPATI, .
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP
Diundangkan di Biak
Pada tanggal 29 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK
NUMFOR, PROVINSI PAPUA NOMOR 4 / 2018
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PERUBAHAN PERTAMA ATAS PE
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN

L.

IL.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

RATURAN DAERAH NOMOR 3
DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAHKABUPATEN BIAK NUMFOR

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar utama
pembentukan perangkat daerah adalah adanya Pu.'usan
diserahkan kepada dacrah terdiri atas

Pemerintahan yang 1
urusan pemerintahan wajib dibagi atas pemerintahan

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah dalam undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran
(rightsizing) didasarkan pada beban kerja yang sesuai
dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah dan
adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi
serta komunikasi kelembagaaan antara Pusat dan daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat
daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi,
pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi,
efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali dan
tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan
pemerintahan dan potensi dacrah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal Il
Cukup jelas.
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